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ABSTRACT 
The element of committing a disgraceful act in the dismissal of the leadership of the Corruption Eradication 
Commission presents its own problems in its application. The theory taken by the author to examine the focal point 
or focus of this discussion is the theory of justice. The research conducted by this team is descriptive, of course, by 
discussing the elements of committing a disgraceful act. The approach used is normative juridical, by using a law 
approach and through a legal hermeneutic approach. The problems include: first, there are no clear benchmarks or 
indicators related to what kind of actions are included in the element of committing a disgraceful act. Second, there 
is no guarantee that the position of the head of the Corruption Eradication Commission is free from unclear 
dismissals. Third, the dismissal of the leadership of the Corruption Eradication Commission can lead to a subjective 
assessment. The first solution, provides indicators that can provide clarity on the element of committing a 
disgraceful act. Second, eliminating the element of committing a disgraceful act. The third, combining the elements 
contained in point c and point d. 
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1. PENDAHULUAN 

Istilah korupsi pada mulanya 

berasal dari bahasa latin “Corruptio” 

atau “Coruptus” yang kemudian muncul 

dalam bahasa Inggris dan Perancis 

“Coruption” (Edita Elda, 2019:156).   

Negara Indonesia membentuk sebuah 

lembaga yang mempunyai marwah 

yang sangat tinggi. Lembaga tersebut 

diberi nama Komisi Pemberantasan 

Korupsi. KPK merupakan komisi yang 

dibentuk pada tahun 2003 dengan 

harapan dapat mengatasi, 

menanggulangi dan memberantas 

korupsi di Indonesia. Komisi ini 

didirikan dengan melandaskan pada 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

mengenai Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Demi 

mewujudkan tercapainya pelayanan 

publik yang baik bagi masyarakat 

Indonesia, maka pemerintah 

memandang perlu untuk membentuk 

lembaga baru. 

Komisi Pemberantasan Korupsi 

menjadi salah satu lembaga negara 

penunjang yang dibentuk pada masa 

reformasi. Lembaga ini dibentuk 

sebagai salah satu agenda paling 

penting dalam pembenahan tata 

pemerintahan di Indonesia. Sejarahnya 

KPK lahir dari sebuah asumsi yang 

secara tersirat mengarah kepada sikap 

pesimistis terhadap kinerja lembaga 

negara yang lain. Asumsi tersebut 

mengarah pada penegakan hukum yang 

dilakukan oleh Kepolisian dan 

Kejaksaan tidak berjalan dengan baik. 

Keberadaan komisi ini mengacu pada 

The Independent Comission Against 

Corruption (ICAC) yang didirikan 

pemerintah Hongkong pada tahun 1974. 

KPK merupakan suatu komisi khusus 

yang pendiriannya merupakan amanah 

dari ketentuan Pasal 43 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Berdasarkan amanah tersebut oleh 

pemerintah kemudian diterbitkan 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
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Pidana Korupsi, dengan tujuan untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil 

guna terhadap upaya pemberantasan 

tindak pidana korupsi. Dibentuknya 

komisi ini dimaksudkan untuk 

memerangi korupsi sekaligus untuk 

menjawab tantangan ketidakberdayaan 

sistem peradilan pidana di Indonesia 

yang telah ada sebelumnya. Secara 

resmi komii ini dibentuk dengan 

adanya UU. Nomor 30 tahun 2002 dan 

ditandai dengan terpilihnya pimpinan 

dan Ketua KPK pada tanggal 16 

Desember tahun 2003. 

Komponen Komisi 

Pemberantasan Korupsi terdiri atas 3 

(tiga) komponen. Pasal 21 ayat (1) 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi menyebutkan bahwa: 

“Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri 

atas:  

a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 

(lima) orang;  

b. Pimpinan Komisi Pemberantasan 

Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) 

orang Anggota Komisi 

Pemberantasan Korupsi; dan  

c. Pegawai Komisi Pemberantasan 

Korupsi.”  

Perubahan pengaturan dalam 

pasal ini dari regulasi yang sebelumnya 

adalah ditiadakannya tim penasihat dan 

diadakannya dewan pengawas pada 

regulasi yang baru. Adapun susunan 

pimpinan Komisi Pemberantsan 

Korupsi terdiri dari Ketua yang 

merangkap sebagai anggota dan Wakil 

Ketua yang terdiri dari empat orang dan 

maing-masing merangkap sebagai 

anggota. Pimpinan Komisi 

Pemberantsan Korupsi dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat RI dengan 

mendasarkan pada usulan calon 

anggota yang diberikan oleh Presiden. 

Ketentuan ini terdapat pada Pasal 30 

ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi menyebutkan bahwa: 

“Pimpinan Komisi Pemberantasan 

Korupsi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia berdasarkan calon anggota 

yang diusulkan oleh Presiden Republik 

Indonesia.” Adapun berhenti atau 

diberhentikannya pimpinan Komisi 

Pemberantsn Korupsi terdapat beberapa 

alasan. Terkait hal tersebut di atas dapat 

kita lihat di Pasal 32 ayat (1) Undang-

Undang No. 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi menyebutkan bahwa: 

“Pimpinan Komisi Pemberantasan 

Korupsi berhenti atau diberhentikan 

karena:  

a. meninggal dunia;  

b. berakhir masa jabatannya;  

c. melakukan perbuatan tercela;  

d. menjadi terdakwa karena 

melakukan tindak pidana kejahatan;  

e. berhalangan tetap atau secara terus-

menerus selama lebih dari 3 (tiga) 

bulan tidak dapat melaksanakan 

tugasnya;  

f. mengundurkan diri; atau  

g. dikenai sanksi berdasarkan 

Undang-Undang ini.”  

Penulis menyoroti Pasal 32 ayat 

(1) c Undang-Undang No. 19 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Pada poin c terdapat 

unur melakukan perbuatan tercela yang 

menjadi salah satu alasan pimpinan 

Komii Pemberantasan Korupi dapat 

diberhentikan. Menurut penulis 

keberadaannya sangat berbahaya 

apabila tidak terdapat penjelasan yang 

benar-benar jelas, sehungga tidak dapat 

dilakukan berbagai macam penafsiran. 
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Kondisi yang demikian menggugah 

penulis untuk memberikan 

pandangannya. Pisau analisis yang 

digunakan oleh penulis adalah teori 

atau asas yang relevan yang yang dapat 

digunakan sebagai pedoman untuk 

membedah problematika yang 

dihadapi. Teori atau asas tersebut 

sekaligus akan digunakan sebagai 

pedoman dalam mencari solusi yang 

tepat menghadapi problematika yang 

terjadi.  

 

PERMASALAHAN  

Berdasarkan latar belakang 

tersebut di atas, penulis tertarik untuk 

mengangkat topik ini. Adapun rumusan 

masalahnya adalah  

1. Apa problematika adanya unsur 

melakukan perbuatan tercela 

dalam pemberhentian pimpinan 

Komisi Pemberantasan Korupsi 

sesuai dengan teori keadilan?  

2. Bagaimana solusi problematika 

adanya unsur melakukan 

perbuatan tercela dalam 

pemberhentian pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi sesuai 

dengan teori keadilan? 

 

METODELOGI PENELITIAN  

Metode Penelitian ini 

merupakan penelitian hukum. 

Penelitian hukum adalah penelitian 

yang diterapkan atau diberlakukan 

khusus pada ilmu hukum. (F. Sugeng 

Istanto, 2007: 28) dan (Saldi Isra, 2009 

:41). Dimana ada metode penelitian 

hukum normative dan ada metode 

penelitian hukum empiris. Disini 

penulisan ini menggunakan metode 

penelitian hukum normatif (yuridis 

normative) yaitu pendekatan yang 

dilakukan berdasarkan bahan hukum 

utama dengan cara menelaah teori-teori, 

konsep-konsep, asas-asas hukum serta 

peraturan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

(Soerjono Soekanto, 2006 :13) Sumber 

utama dalam penelitian adalah banyak 

menggunakan bahan hukum sekunder 

sebagai acuannya, ditambah dengan 

bahan hukum primer. yaitu data yang 

diperoleh berdasarkan bahan-bahan 

pustaka. Dalam penelitian hukum 

normatif ini, penulis mengumpulkan 

data berupa data-data sekunder yang 

diperoleh dari buku-buku, Undang-

Undang serta sumber kepustakaan 

lainnya. Pendekatan Yuridis-Normatif 

ini digunakan dengan maksud untuk 

mengadakan pendekatan terhadap 

masalah dengan cara melihat dari segi 

peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dokumen-dokumen dan 

berbagai teori. Hasil kajian dipaparkan 

secara lengkap, rinci, jelas dan 

sistematis sebagai karya ilmiah 

Penelitian yang dilakukan oleh 

tim ini bersifat deskriptif, tentunya 

dengan membahas unsur melakukan 

perbuatan tercela pada Pasal 32 ayat (1) 

c Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Pendekatan yang 

digunakan adalah yuridis normatif, 

dengan melakukan pendekatan 

Undang-Undang serta malalui 

pendekatan hermeunetika hukum, 

dengan melakukan penafsiran terhadap 

ketentuan hukum yang terkait. 

Penelitian hukum normatif pastinya 

menggunakan bahan hukum dalam 

bahan kajian utamanya. Bahan hukum 

terebut antara lain bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier yang diperoleh 

melalui studi kepustakaan, Bahan 

hukum primer di sini Undang-Undang 

No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang No. 30 

Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Bahan hukum sekunder diperoleh dari 

hasil penelitian, buku-buku serta jurnal 
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ilmiah yang berkitan dengan judul. 

Bahan hukum tersier diperoleh dari 

kamus yang dipergunkan untk 

menjelaskan istilah-istilah atau 

pengertian yang ada. 

 

PEMBAHASAN  

Problematika Adanya Unsur 
Melakukan Perbuatan Tercela Dalam 
Pemberhentian Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Sesuai 
Dengan Teori Keadilan  

Kata adil, secara etimologi 

berasal dari kata al-‘adl yang 

mengndung beragam arti, karena ia 

merupkn bagin kosa kata yang memiliki 

makna begitu luas. Mengenai adil ini 

Mohammad Husain al-Thabathaba’I 

pada subtansinya menyimpulkan 

bahwa adil itu berarti “Senantiasa 

(mengambil posisi) moderat dan 

menghindari dua posisi ekstrem, ifrath 

(lebih) dan tafrith (kurang)”(Fuji 

Rahmadi, 2018:63). Masalah keadilan 

masih menjadi persoalan dalam 

penegakan hukum di Indonesia. Bahkan 

dapat dikatakan bahwa saat ini bangsa 

Indonesia sedang mengalami krisis 

keadilan dalam penegakan hukum 

(Mashuril Anwar, 2021:127).  Keadilan 

hanya bisa dipahami jika ia diposisikan 

sebagai keadaan yang hendak 

diwujutkan oleh hukum. Upaya untuk 

mewujutkan keadilan dalam hukum 

tersebut merupakan proses yang 

dinamis yang memakan banyak waktu. 

Upaya ini sering kali juga didominasi 

oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung 

dalam kerangka umum tatanan politik 

untuk mengaktulisasikan (Ana Suheri, 

2018:61).  

Aristoteles membedakan 

keadilan menjadi keadilan distributif 

dan keadilan komutatif. Keadilan 

distributif adalah keadilan yang 

menuntut bahwa setiap orang 

mendapat apa yang menjadi haknya, 

jadi sifatnya proporsional. Di sini yang 

dinilai adil adalah apabila setiap orang 

mendapatkan apa yang menjadi haknya 

secara proporsional. Keadilan distributif 

berkenaan dengan penentuan hak dan 

pembagian hak yang adil dalam 

hubungan antara masyarakat dengan 

negara, dalam arti apa yang seharusnya 

diberikan oleh negara kepada 

warganya. Hak yang diberikan dapat 

berupa benda yang tak bisa dibagi 

(undivided goods) yakni kemanfaatan 

bersama misalnya perlindungan, 

fasilitas publik baik yang bersifat 

administratif maupun fisik dan berbagai 

hak lain, di mana warga negara atau 

warga masyarakat dapat menikmati 

tanpa harus menggangu hak orang lain 

dalam proses penikmatan tersebut. 

Selain itu juga benda yang habis dibagi 

(divided goods) yaitu hak-hak atau 

benda-benda yang dapat ditentukan 

dan dapat diberikan demi pemenuhan 

kebutuhan individu pada warga dan 

keluarganya, sepanjang negara mampu 

untuk memberikan apa yang 

dibutuhkan para warganya secara adil, 

atau dengan kata lain dimana terdapat 

keadilan distributif, maka keadaan 

tersebut akan mendekati dengan apa 

yang disebut keadaan dimana 

tercapainya keadilan sosial bagi 

masyarakat. Sebaliknya keadilan 

komutatif menyangkut mengenai 

masalah penentuan hak yang adil di 

antara beberapa manusia pribadi yang 

setara, baik diantara manusia pribadi 

fisik maupun antara pribadi non fisik. 

Dalam hubungan ini suatu perserikatan 

atau perkumpulan lain sepanjang tidak 

dalam arti hubungan antara lembaga 

tersebut dengan para anggotanya, akan 

tetapi hubungan antara perserikatan 

dengan perserikatan atau hubungan 

antara perserikatan dengan manusia 

fisik lainnya, maka penentuan hak yang 

adil dalam hubungan ini masuk dalam 

pengertian keadilan komutatif (Bahder 

Johan Nasution, 2014:120-121).  
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John Rawls memunculkan suatu 

ide dalam bukunya A Theory of Justice 

atau teori keadilan yang bertujuan agar 

dpat menjadi alternatif bagi doktrin-

doktrin yang yang mendominasi tradisif 

filsafat terdahulunya, dengan cara 

menyajikan konsep keadilan yang 

mengeneralisasikan dan mengangkat 

teori kontrak sosial yang diungkap oleh 

Locke, Rousseau dan Kant ke tingkat 

yang lebih tinggi. Oleh Rawls cara 

pandang keadilan ini disebut keadilan 

sebagai fairness (Inge Dwisvimiar, 

2011:528).  

Masalah yang sangat serius 

terjadi di Indonesia dari periode ke 

periode pemerintahan selanjutnya 

adalah masalah korupsi. Korupsi telah 

mendarah daging sert menjadi momok 

yang dapat membawa kehancuran bagi 

perekonomian Negara. Disadari atau 

tidak disadari praktik korupsi yang 

terjadi dalam bangsa ini telah 

menimbulkan banyak kerugian. Untuk 

mengntiipasi kerugin yang semakin 

besar pada negara, pembentuk undang-

undang sadar harus ada langkah yang 

berbeda demi menyelamatkan 

keuangan negara dari penjarahan oleh 

oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Satjipto Rahardjo antara lain 

menyatakan “Hukum tidak bisa tegak 

dengan sendirinya, artinya tidak 

mampu untuk mewujudkan sendiri 

nilai-nilai serta kehendaknya yang 

tercantum dalam peraturan-peraturan 

hukum itu. Hukum akan kehilangan 

maknanya apabila tidak diitegakkan 

(Mamay Komariah, 2016:79). Dengan 

kata lain hukum tidak mampu untuk 

menjalankan fungsi utamanya bila tidak 

ditegakkan”.   Sebelum dibentuknya 

KPK, penanganan pemberantasan 

korupsi ditangani oleh Polri dan 

Kejaksaan serta pemerintah sendiri telah 

membentuk cukup banyak lembaga 

atau institusi yang menangani 

pemberantasan korupsi antara lain 

seperti : Tim Pemberantasan Korupsi 

(TPK), Komisi Pemeriksa Kekayaan 

Penyelenggara Negara (KPKPN), 

Komite Anti Korupsi (KAK), Komisi 

Empat, Operasi Tertib (OPSTIB), Tim 

Gabungan Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi dan Tim Koordinasi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Mellysa Febriani Wardojo, 2018:74). 

KPK merupakan suatu lembaga atau 

komisi organik, yaitu komisi yang lahir 

dari suatu Undang-Undang yakni 

selanjutnya disebut UU KPK (I Dewa 

Gede Agung Wira Saputra, 2019:4).    

Pembentukan lembaga yang 

bernama Komisi Pemberantasan 

Korupsi seolah menjadi harapan baru 

bagi masyarakat Indonesia yang 

sejatinya memang sudah terlanjur 

kurang percaya dengan dua intitusi 

yang diserahi tanggung jawab 

memberangus tindak pidana korupsi 

ini. Dua lembaga tersebut adalah 

Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. 

Keberadaan komisi ini juga tanpa 

polemik, dari tahun ke tahun selalu saja 

ada tantangan yang harus dihadapi oleh 

Komisi Pemberantasan Korupsi. Mulai 

dari perubahan demi perubahan 

regulasi yang menjadi payung hukum 

komisi ini hingga  tantangan dari 

lembaga lain yang merasa diambil alih 

tugas dan kewenangannya sudah 

diterima oleh intitusi yang bernama 

KPK. Melihat kewenangan KPK, maka 

tidak heran kalau kalangan hukum 

menyebutnya sebagai lembaga super 

(superbody) (Ismali, 2013:5). Stagnasi 

atau bahkan kemunduran penegakan 

hukum terhadap KKN dalam kurun 

lima tahun era reformasi, tampaknya 

telah menjadikan masyarakat Indonesia 

sudah tidak sabar lagi mendengar 

berbagai alasan klasik dari aparat yang 

menangani kasus-kasus tersebut (M. 

Abdul Kholiq, 2004:31).   Pro dan kontra 

di dalam masyarakat khususnya 

mahasiswa yang merupakan tongkat 

dari revolusi bangsa, terjadi karena UU 

No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
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Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (revisi UU KPK) 

dianggap merugikan lembaga KPK itu 

sendiri (Kartika S. Wahyuningrum, 

2020: 250).  

Dari sekian kelemahan pada 
regulasi yang menaungi Komisi 
Pemberantasan Korupsi penulis 
menemukan salah satu kelemahan 
tersebut. Salah satu kelemahan tersebut 
terdapat pada Pasal 32 ayat (1) c 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi. Di dalamnya terdapat 
unur melakukan perbuatan tercela yang 
menjadi salah satu alasan pimpinan 
Komisi Pemberantaan Korupsi dapat 
diberhentikan. Apabila kelemahan ini 
tidak segera mendapatkan repon yang 
cepat sudah pati akan menimbulkan 
masalah di kemudian hari. 
Problematika ke depan harus dapat kita 
sadari dan harus mendapat penanganan 
yang baik.  

Alasan pemberhentian 

pimpinan Komisi Pemberantasan 

Korupsi yang terdapat pada Pasal 32 

ayat (1) c Undang-Undang No. 19 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dapat 

menimbulkan problematika tersendiri. 

Problematika yang dikhawatirkan akan 

muncul oleh penulis dengan 

keberadaan unsur melakukan 

perbuatan tercela ini antara lain:  

Yang pertama, tidak ada tolak 

ukur atau indikator yang jelas 

terkait perbuatan seperti apa 

yang masuk dalam unsur 

melakukan perbuatan tercela. 

Ketiadaan tolak ukur atau 

indikator yang jelas menjadikan 

unsur melakukan perbutan 

tercela dapat dilakukan 

penafsiran yang berbeda-beda. 

Siapapun pimpinannya pastinya 

tidak akan memenuhi keadilan 

jika mereka diberhentikan tanpa 

indikator yang jelas dari unsur 

melakukan perbutan tercela 

yang disematkan pada 

perbuatannya.  

Yang kedua, tidak adanya 

jaminan terhadap jabatan 

pimpinan Komisi Pemberntasan 

Korupsi yang terbebas dari 

pemberhentian yang tidak jelas. 

Masa jabatan pimpinan Komisi 

Pemberantaan Korupsi menjadi 

taruhan atau implikasi dari 

keberadaan unsur melakukan 

perbuatan tercela yang memang 

dapat ditafsirkan beraneka 

ragam. Pimpinan komisi ini 

harus senantiasa menjaga 

tindakannya, baik yang 

menyangkut kode etik profesi 

ataupun regulasi yang ada. 

Rasanya tidak adil jika di setiap 

menjalankan tugas yang 

menjadi tanggungjawabnya 

pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi harus 

dibayangi oleh sebuah 

ketentuan yang unsurnya tidk 

memiliki kejelasan.  

Yang ketiga, pemberhentian 

pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi dapat 

mengarah pada penilaian yang 

subjektif. Penilaian terhadap 

setiap perbuatan yang 

dilakukan oleh pimpinan 

Komisi Pemberantasan Korupsi 

yang sedang menjabat 

dikhawatirkan mengarah ke 

arah subjektifitas, bukan 

melihat perbuatan yang 

dilakukan secara objektif di 

lapangan. Keadilan yang 

diterapkan harus mendsarkan 

pada perbuatan yang dilakukan 

oleh pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi.  
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Yang keempat, sangat rawan 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

yang bersebrangan dengan 

pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi atau 

bahkan dengan institusi ini. 

Posisi pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi dari 

awal memang sangat rawan 

dengan kepentingan-

kepentingn berbagai pihak yang 

gemar dengan pola yang tidak 

baik. Ketika pihak-pihak yang 

merasa kepentingannya 

terancam oleh kebijakan 

pimpinan Komisi Pemberantsan 

korupsi atau bahkan dengan 

institusinya, maka mereka akan 

berusaha untuk 

mempertahankan 

kepentingannya masing-

masing. Bukan tidak mungkin 

pihak–pihak tersebut mencari 

perbuatan yang dilakukan 

pimpinan Komisi Pemberntasan 

Korupsi dan berusaha untuk 

Nmelakukan perbuatan tercela. 

Keadilan akan tercederai ketika 

pimpinan komisi ini dijerat 

dengan unsur perbuatan yang 

sengaja dicari-cari untuk 

menjerat pimpinan komisi ini.  

 

Solusi Problematika Unsur Melakukan 
Perbuatan Tercela Dalam 
Pemberhentian Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi Yang Sesuai 
Dengan Teori Keadilan  

Korupsi dikategorikan sebagai 

salah satu kejahatan luar biasa (extra 

ordinary crime). Ini dikarenakan korupsi 

menyebabkan kerugian proses 

demokrasi serta hak-hak sosial dan 

ekonomi masyarakat luas. Dalam 

perkembangannya, korupsi di Indonesia 

telah terjadi secara sistimatis dan 

meluas dan terjadi di mana-mana, baik 

di lembaga pemerintahan maupun non 

pemerintahan (swasta). Korupsi yang 

terjadi di lembaga pemerintahan dapat 

menimbulkan kerugian keuangan 

Negara dan dapat menyengsarakan 

rakyat. Adapun korupsi di sector swasta 

(perusahaan) dapat menimbulkan 

kehancuran atas perusahaan tersebut 

yang pada akhirnya dapat berimbas 

pada kesengsaraan rakyat juga (Ulang 

Mangun Sosiawan, 2019:518). Potret 

korupsi di Indonesia mungkin salah 

satu yang terburuk dalam sejarah 

peradaban modern karena korupsi di 

Indonesia terus menerus berkembang, 

hal ini akhirnya menyebabkan 

masyarakat Indonesia menjadi apatis 

terhadap masalah korupai, bahkan ikut 

melakukan korupsi. Korupsi sekarang 

telah menjadi suatu masalah sosial yang 

mungkin tidak bisa dihilangkan, karena 

masalah sosial itu dilahirkan oleh 

manusia, dan apa bila permasalahan 

tersebut (korupsi) ingin dihilangkan, 

maka salah satu caranya yaitu 

memusnakan manusia sebagai pencipta 

korupsi sendiri (Frans Wilmat 

Muskanan, 2014:2).  

Kajian tentang korupsi di 

Indonesia sudah banyak disampaikan 

kepada publik, baik melalui diskusi, 

seminar, hasil survei, media masa dan 

sebagainya. Salah satu kajian dan survei 

rutin tentang korupsi dilakukan oleh 

salah satu lembaga independen yaitu 

Transparency International (TI). Terdapat 

berbagai macam pendekatan mengenai 

korupsi dalam bentuk indeks global, 

misalnya Corruption Perception Indeks 

(CPI) dan Global Corruption Barometer 

(GCB). CPI sangat dikenal di Indonesia 

dengan atau tanpa pemahaman yang 

benar. CPI adalah Indeks mengenai 

persepsi korupsi di suatu negara. Indeks 

ini diumumkan setiap tahunnya oleh 

Transparency International (TI). TI adalah 

organisasi masyarakat madani global 

(global civil society) yang memelopori 

pemberantasan korupsi. TI 

mempertemukan bangsa-bangsa dalam 

suatu koalisi untuk mengakhiri dampak 
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buruk yang dahsyat dari korupsi 

terhadap manusia diseluruh dunia. Misi 

TI adalah menciptakan perubahan 

menuju dunia yang bebas korupsi 

(Achmad Badjuri, 2011:86). Berbagai 

upaya pemberantasan korupsi yang 

dilakukan oleh penguasa sejak Orde 

Lama higga SBY-JK secara kasat mata 

belum menunjukan hasil yang 

gemilang. Hal ini muncul kewajaran 

apabila korupsi dikaitkan dengan 

sistem politik dan birokrasi yang korup, 

sehingga membentuk budaya di tengah 

mayarakat yang menganggap korupsi 

adalah masalah biasa, bukan sebagai 

kejahatan atau bencana the root of all 

evils bagi negara. Upaya keadaran 

korupsi sebagai kejahatan baru disadari 

sejak era reformasi 1998 dengan 

disahkannya UU No. 28 Tahun 

1999tentang Penyelenggaraan Negara 

Yang Bersih dan Bebas KKN. 

Berdasarkan undng-undang tersebut 

dibentuklah berbagai badan anti 

korupsi, antra lain, “KPPN”, “KPPU” 

dan “KOMISI OMBUDSMAN” dan 

kemudian disahkannya Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

pemberantasan Korupi dan Undang-

undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Korupsi. Sebagai awal 

yang baik untuk memulai upaya 

pemberantasan korupsi pada era saat ini 

dibutuhkan kerja keras semua pihak, 

tidak hanya KPK tetapi juga semua 

elemen bangsa untuk terlibat langsung 

dalam pemberantasan korupsi. Hal ini 

diharapkan dapat menghilangkan 

pemahaman bahwa korupsi merupakan 

warisan sejarah dan budaya masyarakat 

Indonesia (Suraji, 2008:141-142).  

Hukum dalam arti undang-

undang tidak pernah final karena akan 

selalu berubah sejalan dengan 

perubahan masyarakat dan sistem 

ketatanegaaran suatu bangsa 

(Madaskolay Viktoris Dahoklory, 

2020:123).   Salah satu guru besar UIN 

Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra 

mengatakan bahwa kinerja KPK pasca 

revisi Undang–Undang Nomor 30 

Tahun 2020 tentang KPK menjadi 

semakin lemah (Chandra Bayu, 

2021:86).   Kini KPK menapaki babak 

baru dengan segala polemik 

regulasinya. Regulasi terbaru tentang 

KPK adalah Undang No. 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Terkait kelemahan 

yang masih melingkupinya sejatinya 

kita pahami sebagai sebuah proses 

menuju ke arah yang lebih baik lagi di 

masa yang akan datang. Alih-alih 

menguatkan fungsi KPK tapi 

kenyataannya pada tanggal 17 

September 2019, DPR dan Pemerintah 

justru bersepakat untuk melakukan 

perubahan atas UU KPK yang justru 

melemahkan kelembagaan KPK. 

Beberapa pasal menunjukan politik 

hukum untuk melakukan revisi 

Undang-Undang Komisi 

Pemberantasan Korupsi bukanlah 

politik hukum yang menempatkan pada 

cita-cita dan tujuan bangsa, melainkan 

menuju pada kebijakan yang 

melemahkan pemberantasan korupsi itu 

sendiri bahkan lebih jauh dari itu adalah 

berpihak pada pelaku tindak pidana 

korupsi (Yulianto, 2020:114).  

Terkait Pasal 32 ayat (1) c 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, penulis sudah 

menjabarkan beberapa problematikanya 

di atas. Adapun unsur yang menjadi 

titik fokus perbincangan adalah unsur 

melakukan perbuatan tercela. Unsur 

melakukan perbuatan tercela harus 

mendasarkan pada sebuah telaah yang 

mendalam. Ada beberapa solusi yang 

dapat diambil dalam menghadapi 

kondisi ini. Yang pertama, memberikan 

indikator yang dapat memberikan 
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kejelasan terhadap unsur melakukan 

perbuatan tercela. Indikator yang 

sejatinya ada diharapkan dapat 

memberikan penjelasan terhadap 

perbuatan yang seperti apa yang masuk 

ke dalam unsur melakukan perbuatan 

tercela. Yang kedua, menghilangkan 

unsur melakukan perbuatan tercela 

yang terdapat pada Pasal 32 ayat (1) c 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Opsi ini dilakukan 

bukan tanpa pertimbangan yang 

matang dari penulis. Opsi ini diambil 

dengan melandaskan pada teori 

keadilan. Menjerat pimpinan Komisi 

Perbuatan Korupsi tanpa melandaskan 

pada alasan yang benar-benar jelas dan 

dapat diterima pastinya akan 

mencederai rasa kedilan dalam 

mayarakat. Yang ketiga, 

menggabungkan unsur yang terdapat 

pada Pasal 32 ayat (1) c Undang-

Undang No. 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dengan Pasal 32 ayat (1) d 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Opsi yang ketiga 

diambil karena sejatinya dua alasan 

yang terdapat pada pasal di atas 

sejatinya mengrah dan mempunyai 

tujuan yang sama. Yang 

membedakannya adalah bentuk atau 

wujud konkrit dari unsur melakukan 

perbuatan tercela yang dari awal 

kemunculannya memang tidak 

memenuhi kejelasan. Pasal 32 ayat (1) d 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi justru bentuk dan 

wujud konkritnya mempunyai kejelasan 

karena unsur “menjadi terdakwa karena 

melakukan tindak pidana kejahatan 

lebih mempunyai kejelasan. 

  

KESIMPULAN  

Problematika yang 

dikhawatirkan akan muncul oleh 

penulis dengan keberadaan unsur 

melakukan perbuatan tercela ini antara 

lain: yang pertama, tidak ada tolak ukur 

atau indikator yang jelas terkait 

perbuatan seperti apa yang masuk 

dalam unsur melakukan perbuatan 

tercela. Yang kedua, tidak adanya 

jaminan terhadap jabatan pimpinan 

Komisi Pemberntasan Korupsi yang 

terbebas dari pemberhentian yang tidak 

jelas. Yang ketiga, pemberhentian 

pimpinan Komisi Pemberantasan 

Korupsi dapat mengarah pada penilaian 

yang subjektif. Ada beberapa solusi 

yang dapat diambil dalam menghadapi 

kondisi ini. Yang pertama, memberikan 

indikator yang dapat memberikan 

kejelasan terhadap unsur melakukan 

perbuatan tercela. Indikator yang 

sejatinya ada diharapkan dapat 

memberikan penjelasan terhadap 

perbuatan yang seperti apa yang masuk 

ke dalam unsur melakukan perbuatan 

tercela. Yang kedua, menghilangkan 

unsur melakukan perbuatan tercela 

yang terdapat pada Pasal 32 ayat (1) c 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Yang ketiga, 

menggabungkan unsur yang terdapat 

pada Pasal 32 ayat (1) c Undang-

Undang No. 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dengan Pasal 32 ayat (1) d 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 
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tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

 

SARAN  

Solusi yang dapat diambil 

dalam menghadapi kondisi ini. Yang 

pertama, memberikan indikator yang 

dapat memberikan kejelasan terhadap 

unsur melakukan perbuatan tercela. 

Yang kedua, menghilangkan unsur 

melakukan perbuatan tercela yang 

terdapat pada Pasal 32 ayat (1) c 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Yang ketiga, 

menggabungkan unsur yang terdapat 

pada Pasal 32 ayat (1) c Undang-

Undang No. 19 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang No. 30 Tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dengan Pasal 32 ayat (1) d 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 
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